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SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA

Momor: foo/mep- 0% A [Barcskbangpel faoz4
Lampiran : 1 (satu) bundel

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMLAYA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : &. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
dipandang pelu menetapkan Surat Keputusan Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publilk;

2. Undang-undang Republik Indonesia MNo.23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

3., Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara
dan Reformasi Birckrasi (PAN-RB) Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business
FProcess);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



Menetapkan

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat;

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021
tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Palitik.

MEMUTUSKAN

Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tasikmalaya tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dan berlaku
mulai 2 Januari 2024

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 2 Januari 2024




Momaor Standar Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan | 30 September 2019
Tanggal Revisi 2 Januari 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh 2pal .....1 dan xmm_um:nﬁn._

PEMERINTAH DAERAH S
KABUPATEN TASIKMALAYA 44201 1986031013
BADAN KESEANGPOL 1 _.mmﬂﬂ 201198
Nama Standar Operasional Proses
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN | Penyusunan Data Orang Asing

PENANGANAN KONFLIK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2010 1. Menguasai Program Microsoft Word/Excel

tentang Pedoman Pamantauan Orang Asing dan 2. Menguasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 50 Tahun 2010
tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Dasrah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan _
Reformasi Birckrasi (PAN-RB) Nomor 35 Tahun 2012 _
tentang Pedoman Penyusunan SOPF Administrasi
Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat DaerahPeraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat,




6, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021
tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
- Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : “Pencatatan dan Pendataan . -

Diarsipkan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

SOP PENYUSUNAN DATA ORANG ASING

iatan Kepala Persyaratan/ Wak
No Keg Kepala mﬁ_w:u Staf BikicniiNaan s Output | Ket
1. Menerima laporan dari tim dan membuat = Laporan Orang Asing 1 jam | _.m_m.u_.m_._ Crang
laporan kepada atasan — - Asing
2. | Mengoreksi hasil laporan . — Laporan Orang Asing | 1 jam Laporan Orang |
- I : Asing
3 Memberikan persetujuan untuk ditanda h Laporan Orang Asing 1 jam Laporan Orang |
tanganiftidak \.\.. - Tida Asing
._. o d
4, Menerima draft persetujuan dan i Laporan Orang Asing 3 jam _.m_.u_uE_._ Orang
memerintahkan untuk dimasukan ke sistem - Asing
__ | - :
57 Memasukan ke aplikasi atau sistem = I Laporan Orang Asing 1jam Laporan Orang

Asing




MNomor Standar Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan

30 September 2018

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

"2 Januari 2024

Disahkan cleh

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN

PENANGANAN KONFLIK MNama Standar Operasional Proses
Penyusunan Data Orang Asing

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1

3. Peraturan Menter Pendayagunaan Aparalur Negara dan

5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomer 38 Tahun 2021

tentang Pedoman Pamantauan Orang Asing dan
Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010
tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

Reformasi Birokrasi (PAN-REB) Momor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat DaerahPeraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2010 1. Menguasai Program Microsoft Word/Excel
2. Menguasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi




6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2021
tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

| Keterkaitan -

Peralatan/Perlengkapan :

Alat tulis kantor, komputer, printer

Asing

| Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Diarsipkan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
SOP PENYUSUNAN DATA ORANG ASING
N Kegiata Kepala Persyaratan/ Wak
o egiatan Kepala maﬁu Staf Sraadhnan % Output Ket
1. Menerima laporan dari tim dan membuat F— _..mun.._E__._ Orang Asing 1 jam Laporan Crang
laporan kepada atasan — Asing
2, Mengoreksi hasil laporan TR Ehmm:. _E.m:m Asing 1 jam Laporan Orang
- Asing
3. Memberikan persetujuan untuk ditanda _t Laporan Qrang Asing 1 jam _h__h__ni: Orang
tanganiftidak q\\._.||._._uw Asing
_. e -
4. Menerima draft persetujuan dan ¢ Laporan Orang Asing 3 jam Laporan Orang
memerintahkan untuk dimasukan ke sistem . Asing
: | : | _
5, Memasukan ke aplikasi atau sistem == @ | Laporan Orang Asing 1 jam Laporan Orang




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BEADAN KESBANGPOL

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

Nomor Standar
Operasional
Frosadur

Tanggal 30 September 2018
Pembuatan

Tanggal Revisl | 2 Januari 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

| Mama Standar Operasional Prosedur :
Pembuatan Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD)

Dasar Hukum ;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah;

2. Permendagn No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/FMK.)
&/2008 tentang Hibah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri

1. Menguasai Program Microsoft Word/Excel
2. Menguasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi




Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD,

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber darni
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 130
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian
Hibah dan Baniuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keterkaitan .

Peralatan/Perlengkapan :

Alat tulis kantor, komputer, printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Tanggal tidak dimundurkan

Diarsipkan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik




Mo

Kegiatan

Kepala

Parsyaratan/

Wal

Output

Menerima berkas proposal pencairan hibah
dari Pengurus
Ormas/LSMIOKP/Yayasan/InstansilLembaga
dan mencatatnya dalam buku agenda

epaia Bidang e perlengkapan tu sics
P . Surat Permohonan 30 menit Kartu
wem——w | 2. Proposal Pengajuan disposisi yang

dan lampirannya.
1) Surat

pemberitahuan
dari organisasi
Badan, Lembaga,
badan hukum
Indonesia;

2) Foto copy akla
notaris

3) Foto copy SK
pengesahan
badan hukum dari
Kemenkumham

4) Surat domisili
sekretanat dari
Kepala Desa
{asli)

5) Copy SK
Kepangurusan
organisasi

5) Copy SK Ketua
organisasi

7) Foto copy KTP
Ketua, Sekrataris,
Bendahara

8) Foto copy
rekening bank an
organisasi

9) Foto copy NPWP
an organisasi

dibubuhi paraf




10)Surat Keterangan
Terdaftar dari
Kementerian atau
Tercatat di
Kesbangpol
11)AD J ART
organisasi
12)Foto kantor
sekretariat
13)Foto pengurus
Ketua, Sekretaris,

Bendahara
14)Daftar rwayat
hidup pengurus
15)Nomaor telepon
pengurus
___organisasi
Memverifikasi berkas proposal ajuan Sda 30 menit BA Hasil
permohonan pencairan dan membuat draft . * verifikasi
NPHD “Ta
Memberikan persetujuan untuk ditanda i Draft NPHD 30 menit | NPHD
tanganiftidak CTidak
Penandatanganan NPHD Ya NPHD 30 menit | NPHD
Melakukan pencatatan dalam buku agenda, NPHD 30 menit | NPHD

menyetempel, mengarsipkan dan
memberikannya kepada penerima hibah




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

Momor Standar
Operasional
Prosedur

Tanggal 30 September 2019
Pembuatan

Tanggal Revisi | 2 Januan 2024

Tanggal Efeklil

Disahkan oleh

Nama Standar Operasional Proses

Pemantauan Orang Asing Dan Tenaga Kerja Asing

Dasar Hukurm :

1.

|2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 48 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing
dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (FAN-RE) Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
S0P Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 1 Tahun 2018 tenfang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Kualifikasi Pelaksana:

1. Menguasai Program Microsoft Word/Excel
2. Menguasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi




5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomaor 39 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat,

6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun
2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Surat Masuk

Alat tulis kantor, komputer, printer

' Peringatan

Fencatatan dan Pendataan :

Apabila proses tidak sessuai dengan wakiu yang telah
ditentukan maka akan mengganggu kondusifitas
daerah.

Disimpan sebagal data elektronik dan manual




SOP PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING

s

Fiid

No Kegiatan Kepal Kepala Staf Persyaratan/ Wak
P Bidang perlengkapan tu Gkt ok .
1. | Menerima informasi keberadaan Tenaga Bahan, Data dan 15 menit Disposisi
Kerja Asing (TKA)dl Daerah dan l Infarmasi dari terhadap
memerintahkan kepada staf untuk ditindak ~ masyarakat serta bahan dan
lanjuti instansi terkait informasi
2. | Memerintahkan kepada Kepala Bidang . Disposisi terhadap 15 menit Disposisi
| untuk melakukan analisa, evaluasi, . ' bahan dan informasi tindak lanjut
Informasi dan Kebijakan Strategis untuk .
ditindak lanjuti sesuai prosadur dan aturan
serta memerintahkan kepada staf pelaksana
untuk ditindak lanjuti serta melakukan
koordinasi dengan instansi terkait guna
penanganan lebih lanjut
" 3. | Melakukan pemantauan dan monitoring B B H— Bahan, Data dan 2 harl Bahan data
serta pengumpulan bahan keterangan . Informasi dan informasi
(PULBAKET) dan melaporkan hasil kegiatan — hasil
kepada pimpinan | pemantauan
4. | Melaporkan hasil pemantauan Orang Asing Bahan data dan 1 Jam | Laporan hasil
dan Tenaga Kerja Asing kepada pimpinan . L infarmasi | pemantauan
5. | Menindaklanjuti dan meneruskan hasil Data dan informasi 30 menit Kegiatan
laporan findak lanjut




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGFOL

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

Nomor Standar
Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan

30 September 2019

Tanggal Revisi

2 Januari 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

epalgBadan Kesbangpol
.r,,_mwm, ipaten Tasikmalaya

%\.%

Mama Standar Operasional Prosedur =
Pemantauan Aksi Unjuk Rasa

.Iﬂmﬁmq Hukum ;
1.

2.

Kualifikasi Pelaksana :

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;

. Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 42 Tahun

2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi
Fenanganan Konflik Sosial;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Megara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RE) Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
DaeraghFeraturan Daerah Kabupaten Taslkmalaya
Momaor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

1. Menguasal Program Microsoft Word/Excel
2, Menguasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi




Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomer 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat;
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomeor 67 Tahun
2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Paolitik.

| Keterkailan | Peralatan/Perlengkapan :
SOP Surat Masuk Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila proses tidak sessuai dengan waktu yang telah
ditentukan maka akan memepengaruhi kegiatan yang
lain

Diarsipkan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PEMANTAUAN UNJUK RASA

iatan Kepala Persyaratan/ Wak
No Keg Kepala m_nun:u Staf perlengkapan & Output
1 Memerintahkan Kepala Bidang —— Bahan, Data dan 15 menit | Disposisi
Kewaspadaan Masional dan Penanganan I Informasi dari terhadap
Konflik untuk melakukan pemantauan aksi il masyarakat mﬂﬁ. ﬂm*_”u: n_m_._
unjuk rasa instansi tarkait informasi
2. Memerintahkan kepada staf pelaksana > Disposisi terhadap 30 Hari Disposisi
untuk ditindaklanjuti serta melakukan . bahan dan informasi tindak lanjut
koordinasi dengan instansi terkait guna .
penanganan lebih lanjut
A, Melakukan pemantauan dan monitoring Bahan, Data dan 1 hari Bahan data
serta pengumpulan kelerangan - . Informasi dan informasi
(PULBAKET) dan melaporkan hasil
pemantauan
4. Melaporkan hasil pemantauan aksi unjuk Bahan data dan 20 menit Laporan hasil
rasa kepada pimpinan . informasi pemantauan
5. Menindaklanjuti dan meneruskan hasll Data dan informasi 30 menit ﬂhﬁ%_ﬂ_ﬂ.z 2
laporan indak lanju




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PEMANGANAN KONFLIK

Nomaor Standar
Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan 30 September 2019
Tanggal Revisi 2 Januari 2024
Tanggal Efektif

‘Disahkan oleh

Mama Standar Operasional Proses
Penyusunan Data Konflik

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1

2.

Undang — Undang Nomeor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2015
tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang
Momeor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor

3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Alas
Peraturan Dasrah Momor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1. Menguasai Program Microsoft Word/Excel

2. Menguasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi




6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomaor 39 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat;

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomaor 67 Tahun
2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Palitik.

Keterkaitan ; Peralatan/Perlengkapan
- Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Diarsipkan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik




SOP PENYUSUNAN KONFLIK

Mo Kegiatan Kepala Persyaratan/ Wak
eg Kepala mEﬁ_m Staf perlangkapan tu Output

: Menerima laporan dari tim dan membuat P ) Laporan dan informasi 1 jam Laporan
laporan kepada atasan — Konflik

2. Mengoreksi hasil laporan . Laporan Konflik 1 jam Laporan
— Konflik

3, Memberikan persetujuan untuk ditanda _4: Laporan Konflik 1 Jam Laporan
tanganiftidak WILJE Konflik

[

4. Menerima draft persatujuan dan ¥ Laporan Konflik 3 jam Laporan

memerintahkan untuk dimasukan ke sistem - Konflik
== —p e e e S "

5. Memasukan ke aplikasi atau sistem TR Laporan Konflik 1 jam Laporan

Konflik




Momoar Standar

Operasional

Prosadur

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 2 Januari 2024

Disahkan oleh epgla Badan Kesbangpol

Momor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DasrahPeraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas
FPeraturan Daerah Momor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomaor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahFPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nemor 102
Tahun 2019 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.

3. Peraturan Bupat
Tasikmalaya Momor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL A
Tk H b S Muda/lV.c
SUB BAG TATA USAHA HE 0BF7011086031013
Nama Standar Operasional Prosedur :
Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
| Dasar Hukum ; Kualifikasi Pelaksana : = B
1. Peraturan Daerah 1. Menguasai Kepagawalan
Kabupaten Tasikmalaya 2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel




4. Undang-Undang Momor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

5. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai

6. Peraturan Pemerintah
Nomaor 15 Tahun 2018
tentang Perubahan
Kedelapanbelas atas
Peraturan Pemerintah
Momar 77 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaiji
Pegawal Negeri Sipil

7. Peraturan Menteri PANREB
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Penyusunan KGB paling | | Diarsipkan dan diberikan kepada pemohon
felat 1 bulan sebelum
kenaikan gaji




SOP PENYUSUNAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Kegiatan Kasu Persyaratan/ Wak
g Kepala | 1! | Staf perlenghapan | w | Cuewt
Pemohon mengajukan
berkas syarat @ | 1.5K Terakhir 10
pengajuan KGB kepada I 2. Permohonan Menit
bagian kepagawaian  KGE
dan verifikasi
kelengkapan
Memeriksa ' I 15 Berkas
kelengkapan berkas . Menit | Verifikasi
KGB — =
Memberikan berkas l 15 Berkas
kepada Kepala untuk menit | Verifikasi
ditanda
tangani/diserahkan S’
kepada BKD 4
Memberikan Ti*k 1 KGE
parsetujuan untuk Hari
ditanda tanganiftidak
b \"{
Ya
Tidak
Jika ditandatangani 10 KGB
maka akan diserahkan -J menit
kepada Kasubag TU k.
|

Menyerahkan KGB l 10 KGB
kepada Pemohon dan menit
mendokumentasikan di -,i
bagian kepegawaian
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PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

SUE BAG UMUM DAN

MNomaor Standar
Operasional
F'!'psedur

Tanggal Pembuatan | 2 Januar 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif | 2 Januari 2024

Dizankan oleh

2, Peraturan Bupati

KEPEGAWAIAN Nama Standar Operasional Prosedur :
Permohonan Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum ; Kualifikasi Pelaksana : =
1. Peraturan Daerah 1. Menguasai Kepegawaian
Kabupaten Tasikmalaya 2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel
Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
MNomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Nomeor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Tasikmalaya Nomor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 102
Tahun 2019 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.




' 3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor &7
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan PolitikPolitik;.

4. Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara,

5. Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2000
ientang Kenaikan
Pangkat Pegawai
Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah
Momor 12 Tahun 2002
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Pemerintah Momor 98
Tahun 2000;

7. Peraturan Menteri
Fendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomaor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman
Panyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi
Pemerintahan

B. Surat Edaran Kepala
BKN Mo, 16 Tahun
2023 tentang
Fenjelasan Atas
Periodisasi Kenaikan
Pangkat Pegawal

Fangkat paling teflat 4 bulan
sebelum Tanggal Kenaikan
Pangkal

MNegeri Sipil ; =
Keterkaitan . FPeralatan/Perengkapan :
Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Penyusunan Kenaikan Diarsipkan dan diberikan kepada pemohon




SOP PENYUSUNAN KENAIKAN PANGKAT

Kegiatan Kasu Persyaratan/ Wak
Kepala bag Staf periengkapan 0 Output Ket
Femohon mengajukan 1. SK Terakhir
berkas syarat @ 2. Permohonan | 10
pengajuan Kenaikan =i [ Kenaikan Menit
Pangkat kepada Pangkat
bagian kepagawaian
dan verifikasi
kelengkapan
Memeriksa 15 Berkas
kelengkapan berkas . Menit | Verifikasi
Kenaikan Pangkat ———
Memberikan berkas l 15 | Berkas
kepada Kepala untuk _ menit | Verifikasi
ditanda
tangani/diserahkan i
kepada BED [k
Memberikan Ek 1 Kenaikan
persetujuan untuk ] Hari | Pangkat
ditanda tanganiftidak
r""
Ya

| Tidak
Jika ditandatangani | 10 Kenaikan
maka akan diserahkan el - menit | Pangkat
kepada Kasubag TU _I_

- | - e
Menyerahkan l 10 Kenaikan
Kenaikan Pangkat menit | Pangkat
kepada Pemohon dan -

mendokumentasikan di
bagian kepegawaian




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG PROGRAM
ANGGARAN DAN KEUANGAN

MNomar Standar

Operasional

Prosedur e, D

Tanggal Pembuatan | 2 Januri 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 2 Janur 2024

Disahkan oleh ala Badan Kesbangpol

Muda / Ve
4 198603 1 013

aur

Nama Standar Operasional Pros
Pengelolaan GU

Dasar Hukum :

Kualifikasl Pelaksana :

1. Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan
K.edua Atas Peraturan
Daerah Nomor T Tahun
2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DasrahPeraturan
Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomaor 1
Tahun 2019 tentang
FPerubahan Atas
Peraturan Daerah
Nomar 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah,

2. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Momor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan
Bupati Tasikmalaya
Nomor 102 Tahun 2019
tentang Tugas dan
Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.

1. Menguasai Keuangan
2. Menguasal Program Microsoft Word/Excel




@

Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan
Kesbangpol

Peraturan Pemerintah
Mamor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah
Momor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Padoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : Pencalatan dan Pendataan :

Pencairan dilaksanakan 2 hari
sebelum pelaksanaan

Diarsipkan dan dicatat dalam BKU




SOP PENGELOLAAN GU

——

N :
Kegiatan Kasu | Bendah Persyaratan/ Wak
0 _ _H&pala Bag |ara perlengkapan 1 Output
1 | Bendahara menerima Cek pencairan Uang
pencairan uang, - 1 yang
membuat list'daftar i Hari | telah
pembayaran serta dicairkan
melakukan pembayaran
2 | Menerima laporan - Laporan 30 Uang
pembayaran dari . keuangan menit | yang
Bendahara — telah
= - _ I dicairkan
3 | Memberikan berkas l Laporan 30 Uang
kepada Kepala untuk keuangan menit | yang
ditanda tangani telah
i dicairkan
4 Mamt:e!man persetujuan Tid Kwitarnsi 30 Uang
untuk ditanda pembayaran menit | yang
tanganiftidak 1 telah
4 dicairkan
Ya
Tidak g
5 | Jika ditandatangani Kwitansi 15 Lang
maka akan diserahkan L - pembayaran menit | yang
kepada Kasubag I telah
Program Anggaran dan ] dicairkan
Keuangan T g
6 | Melakukan pembayaran ¥ Kwitansi 15 Uang
pambayaran menit | yang
-' telah

e

dicairkan




PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

KANTOR KESBANGPOL

SUB BAG PROGRAM

ANGGARAN DAN KEUANGAN

Nomor
Operasional
_Frosedur
Tanggal Pembuatan

Standar

2 Januri 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

2 Janun 2024

Disahkan oleh

MNama Standar Operasional Prosedur :
Pencairan Keuangan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana ;

1. Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Alas Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momar 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Ferangkat Daerah;
Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 102
Tahun 2019 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

1. Kepala Badan

2. Kepala Sub Bagian
Kaeuangan

3. Bendahara

4. Menguasai Keuangan

Program Anggaran

5. Menguasai Program Microsoft Word/Excel

Dan




4. Undang-undang Momar 17
Tahun 2003 fentang Keuangan
Megara

5. Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Ferbendaharaan MNegara

6. Keputusan Presiden Nomeor
42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

7. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasl
Birokrasi Momor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman
Fenyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan : | |Peralatan/Perlengkapan .
Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan -

1. Pencairan dilaksanakan 2 Diarsipkan dan dicatat dalam BKU
hari sebelum pelaksanaan




SOP PENCAIRAN KEUANGAN

Mo Kegiatan Kasu Persyaratan/ Wak
; Kepala bag Staf perlengkapan i Cutput Kel

1 Bendahara menyiapkan Bukt Berkas
SPJ dan @ | Fembayaran |1 Verifikasi
merekap, Membuat Surat S T - o Hari
Permintaan Pembayaran ‘
(SPP) A

2 | Memeriksa kelengkapan Bukti 30 Berkas
bukti pembayaran . FPembayaran Menit | Verifikasi
SPJ rekap dan SPP —— SPJ rekap dan

| SPP 3

3 | Memberikan berkas l Bulkti 15 | Berkas
kepada Kepala unfuk Pembayaran menit | Verifikasi
ditanda tangani SPJ rekap dan

G’ SPP

4 | Memberikan persetujuan Tid Bukti Berkas
untuk ditanda Pembayaran 1 jam | Verifikasi
tanganiftidak SPJ rekap dan

' SPP
| Ya

5 | Jika ditandatangani maka ‘ Ajuan 10 Ajuan
akan diserahkan kepada Pencairan menit | Pencairan
Kasubag Program =
anggaran dan keuangan —l

6 | Menyerahkan berkas i Ajuan 10 Ajuan
yang sudah Pencairan i menit | Pencairan
ditandatangani ke -

Bandahara dan diajukan
ke bag keuangan




Momor Standar
Operasional
Prosedur

Tanggal Pembuatan | 2 Januri 2024

‘Tanggal Revisi =

Tanggal Efektif 2 Januari 2024

Disahkan oleh

PEMERINTAH DAERAH I
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG PROGRAM
ANGGARAN DAN KEUANGAN

Mama Standar Operasional Prosedur !

Pengelolaan LS
‘Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana ;
1. Peraturan Daerah 1. Menguasai Keuangan
Kabupaten Tasikmalaya 2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel

Momor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Alas Peraturan Daerah
Nomeor T Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DasrahPeraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momeor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Alas
Peraturan Daerah Momor 7
Tahun 2016 tentang !
Pembantukan dan Susunan | |
Ferangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomaor 102
Tahun 2019 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan
Politik.

3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsl Badan
Kesatuan Bangsa dan
PolitikPolitik. Tahun 2021
tentang Tugas dan Fungsi
Bakesbangpol




4 Peraturan Pemenntah

tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005

dicairkan

Nomor 18 Tahun 2016
| tentang Perangkat Daerah
Keterkaitan | Peralatan/Perengkapan :
Alat tulis kantor, komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pencairan dilakeanakan 2 Diarsipkan dan dicatat dalam BKU
hari sebelum pelaksanaan
SOP PENGELOLAAN LS

N > _—

Kegiatan Kasu | Bendah Persyaratan/ Wak

» I{apala“ bag |ara peﬂaﬁgkapan tu Cuipar: | |

1 | Bendahara menerima Cek pencairan Uang
pencairan uang, TE 1 yang
membuat list/daftar — Hari | telah
pembayaran serta dicairkan

‘melakukan pembayaran

2 | Menerima laporan Laporan 30 Llang
pembayaran dari -‘ keuangan menit | yang
Bendahara telah

| | dicairkan

3 | Memberikan berkas l Laporan 30 Uang
kepada Kepala untuk kKeuangan menit | yang
ditanda tangani telah

h dicairkan

4 | Memberikan persetujuan Tida Kwitansi 30 Uang
untuk ditanda pembayaran menit | yang
tanganiftidak i telah

N dicairkan
Y¥a
Tidak_

5 | Jika ditandatangani Kwitansi 15 | Uang o
maka akan diserahkan -| pembayaran menit | yang
kepada Kasubag telah
Program Anggaran dan | dicairkan
Keuangan B

6 | Melakukan pembayaran v Kwitansi 15 Uang =
Kepada PPTK pembayaran menit | yang

=l ik




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG PROGRAM
ANGGARAN DAN KEUANGAN

Momaor Standar

Operasional
Prosedur

Tanggal Pembuatan | 2 Januri 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2 Januri 2024

Disahkan oleh

Kepala Badan Kesbangpol
Taslkmalaya

Nama Standar Operasional Prosedur—

Usulan LS

Dasar Hukum -

Kualifikasi Pelaksana :

1. Paraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daarah
Kabupaten Tasikmalaya
Momaor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Momor T
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Momor 38
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaeranPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 102
Tahun 2018 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Palitik.

3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

g. Undang-undang (ULU)

NMomaor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara

1. Menguasai Keuangan
2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel




5. UU Momeor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan
Fengeioclaan dan
Tanggungjawab Keuangan
MNegara;

6. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Momaor 13 Tahun
20086 tentang Pedoman
Fengelolaan Keuangan
Caarah;

7. Peraturan Menten
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Momar 35 Tahun
2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :

Alat tulis kantor, komputer, printer

Peringatan :  Pencatatan dan Pendataan :

1. Pencairan dilaksanakan 2 Diarsipkan dan dicatat dalam BKL
harl sabelum pelaksanaan |




SOP USULAN LS

M : :
Kegiatan Kasu | Bendah Persyaratan/ Wak |

0 I{Epal_a | bag | ara perlengkapan i Output | Ket

1 | Bendahara menerima Bulkti Berkas
ajuan dari unit Kerja dan -. Pembayaran 1 Verifikasi
menyiapkan SPJ dan SPJ Hari
merekap, Membuat Surat
Permintaan
FPembayaran
(SPP).SPM

2 | Memeriksa kelengkapan Bukti 30 Berkas
bukti pembayaran -‘ Fembayaran Menit | Verifikasi
5PJ rekap dan aP.J, rekap dan
SPP.SPM | SPP

3 | Memberikan berkas l Bulkti 15 Berkas
kepada Kepala untuk Pembayaran menit | Verifikasi
ditanda tangani SPJ, rekap dan

o SPP

4 | Memberikan persetujuan Tija' Bukti Berkas
untuk ditanda Pembayaran 1 jam | Verifikasi
tangani/tidak : SPJ rekap dan

a— SPP
Ya
Tidak —

5 | Jika ditandatangani Ajuan Pencairan | 10 Ajuan
maka akan diserahkan -J menit | Pencairan
kepada Kasubag '

Program anggaran dan
keuangan

6 | Menyerahkan berkas * Ajuan Pencairan | 10 Ajuan
yang sudah menit | Pencairan
ditandatangani ke -,I
Bendahara dan diajukan

ke bag keuangan




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Nomor Standar
Operasional

Prosedur

Tangg al Pembuatan

2 Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2 Januan 2024

Dizahkan oleh

Nama Standar Operasional i’m‘aedur.

Hepala Eadan I{Exsbang pol

207198603 1 013

Pencatatan Barang Pakai Habis

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana @

1. Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
MNomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
Nomaor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DasrahPeraturan Daegrah
Kabupaten Tasikmalaya
Momaor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomaor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

2_Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomaor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Crganisasi, Tugas dan
Fungsl Perangkat
DaesrahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 102
Tahun 2019 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.

3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

1. Menguasai Aset dan Barang Milik Daerah
2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel




4, Undang-Undang Nomor 1 |
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara;

5. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang
Administrasi Permerintahan,

7. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomar 35 Tahun
2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan : F*eralatan?ﬁerlmglcapan :

Alat tulis kantor, komputer, printer, DPA

| Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
1. Penyampaian Dibukukan dan disimpan dan dilaporkan
S




SOP PENCATATAN BARANG PAKAI HABIS

I Pangelol
N 5 a
Kegiatan Kasu Persyaratan/ Walk
o Kepala bag m:;:ng perlangkapan i Qutput Hat
Megara
1 | Menugaskan Kasubag Disposisi
Urnum dan kepegawauan -_)1 Disposisi 10
untuk menyusun - Menit
Rekonsiliasi Barang Milik
' Daerah
2 | Kasubag Menerima Dizposisi 10 Disposisi
' disposisi dart Kepala untuk Menit
mencatat barang pakai
habisdan menugaskan
| pengurus barang
3 | Menerima disposisi dan 1.Disposisi 2 hari | Disposisi
Kasubag Tata Usaha dan A - 2. DPA
mencatat barang pakal M 3 Rencana
habis I’ Kabutuhan Barang
4.Rencana
Pemeliharaan
Barang
4 | Menerima draft sementara Tigak 1. Draft Barng 1jam | Draft
dari staf dan ' Pakai Habis Barng
mengkoreksinya. Jika tidak Pakai
setuju dikembalikan | Habis
kepada staf untuk
diperbaiki Jika setuju maka I'
membubuhkan paraf untuk
diserahkan kepada Kepala |
5 | Menenma draft dari v Draft Barng 1 Hari | Draft
Kasubag dan Pakai Habis Barang
mengkoreksinya.Jika lidak Pakai
setuju menyerahkan - / Habis
kepada Kasubag untuk "
diperbaiki dan jika setuju
meoubuhkan tanda tangan
- untuk disetujul
6 | Menyerahkan Draft Barng l Draft Rekonsiliast | 10 Draft
Pakal Habig Barang Milik Menit | yang
kepada Kasubag Tata . Dasrah sudah
usaha untuk ditanda
didokumentasikan tangani
7 | Mendokumentasikan Draft Draft Bamg Pakai 10 Draft
Barang Pakai Habis .\ Habls Menit | Barang
Fakai
T [ Habis
8 | Menggandakan dan v Draft Rekonsiliasi 1 Jam | Draft
mengarsip dokumen Draft Barang Milik Barang
Bamg Pakai Habis ‘ -_J Daerah FPakai
Habis
| Daerah




PEMERINTAH DAERAH

. KABUPATEN TASIKMALAYA

BADAN KESBANGPOL

SUB BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

MNomor Standar
Operasional
Prosedur

Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif | 2 Januari 2024

Disahkan oleh Kepala Badan Kesbangpol
JTasikmalaya

zil

NS IP

ma Muda ! IV.c
1198603 1 013

MNama Standar Operasional Prosedur ;
Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Dasar Hukum : |

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
Momor ¥ Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Dasrah
Kabupaten Tasikmalaya
Momor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomeor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 38
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaesrahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 102
Tahun 2018 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.

1. Kepala Badan

2. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Pengelola Barang Milik Negara

4. Menguasai Aset dan Barang Milik Daerah

5. Menguasai Program Microsoft Word/Excel

6. Memahami materi kegiatan




3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 87
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : i

1. S0P Laporan Alat tulis kantor, komputer, printer, KIB A KIE B, KIB C KIB
D.KIBF

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Penyampaian Rekonliasi
paling lambat akhir bulan

Dibukukan dan disimpan dan dilaporkan




S0P PENYUSUNAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

=

Pengelo
la
; Kasu Persyaratan/ Wak
Kegiatan Kepala bag ETEEII::ng perlengkapan i Qutput | ket
Negara
Menugaskan Kasubag Disposisi
Umpeg untuk menyusun D | Disposisi 10 |
Rekonslliasi Barang Menit
Milik Daerah
Kasubag Menerima Disposisi 10 Disposisi
disposisi dari Kepala .\ Menit
urtuk menyusun
Rekonsialisasi Bamng
Milik Daerah dan
menugaskan staf untuk
mengkonsep -q
Menerima disposisi dari 1.Disposis 2 hari | Disposisi
Kasubag Umpeg dan > -\ 2 KIB AKIB B,
mengumpulkan bahan - KIB C.KIB D, KIB
untuk menyusun F
Rekonsialisasi Bamng
Milik Daerah
Menerima draft Tigak Draft Rekonsiliasi | 1 Draft
sementara dari staf dan — Barang Milik Hari | Rekonsil
mengkoreksinya. Jika T~ / Daerah asi
tidak setuju Barng
dikembalikan kepada filik:
staf untuk diperbaiki.Jika b Daerah
setuju maka Tidak
membubuhkan paraf
untuk diserahkan
kepada Kepala . |
Menerima draft dari Draft Samentara 1 Han | Draft
Kasubag dan b Rekonsiliasi Samenta
mungkmhsiny:la{ k.;ﬂm tidak Egran'g‘ Milik ra
sebuju menyerahkan Bra i
kepada Kasubag untuk ; / :ﬂg&nnsulr
diperbalki dan jika setuju Baran
mebubuhkan tanda tangan v g
untuk disstujui ‘ Milik
Daerah
Menyerahkan Rekensiliasi “ Draft Rekonsiliasi 10 Draft
Barang Milik Daerah Barang Milik Menit | yang
kepada Kasubag Umpeg Daerah sudah
untuk didokumentasikan ditanda
tangani |
Mendokumentasikan Draft Draft Rekonsiliasi 10 Draft
Rekonsiliasi Barang Milik -J Barang Milik Menit | Rekensili
Caerah e Daerah asi
Barang
Milik
l Daerah
Menggandakan dan w i Draft Rekonsiiasi | 1 Jam | Draft
mengarsip dokumen Barang Milik Rekonsili
Rekonsiliasi Barang Milik —-—-J Daerah asi
Daerah Barang
Milik
Daarah _—




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Nomor  Standar
Operasional
Prosedur

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2 Januari 2024

Disahkan oleh

Kepala Badan Kesbangpol

Pembina Utama Muda / IV.c
ﬁlPe nE41201 198603 1 013

Mama Standar Operasional Prosedur
Penyusunan SKLUMPTK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah
K.abupaten Tasikmalaya
Momor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
MNomor T Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Momor 7
Tahun 2016 tentang
FPembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DasrahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomaor 102
Tahun 2019 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan
Puolitik.

3. Peraturan Bupatl
Tasikmalaya Nomor 87
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Bakesbangpol

1. Menguasal Kepegawaian
2. Menguasai Frogram Microsoft Word/Excel




4. Undang-Undang (UL}
Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil
Megara (ASN) adalah
peraturan terbaru yang
mengatur kepegawaian di
Indonesia. UL ini mulai
berlaku pada 31 Oklober
2023.

5. Peraturan Menten
Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

|| Aat tulis kantor, komputer, printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : ol

1. Penyusunan SKUMFTK Diarsipkan dan diberikan kepada pemohon
dilakukan setiap




SOP PENYUSUNAN SKUMPTK

Pemohon dan
mendokumentasikan di
bagian kepegawaian

L'+

N Pengelo
Kagiatan Kasu |la Persyaratan/ Wak
e RRpAA bag | Kepega perlengkapan tu Output- | bt
1 | Pemohon mengajukan N
berkas syarat pangajuan 1.8KUMPTK 10
SKUMPTK kepada tahun Menit
bagian kepagawaian sebelumnya
dan verifikasi
kelengkapan
2 | Memeriksa kelengkapan ]. 5 Berkas
herkas - Menit | Verifikasi
3 | Memberikan berkas l 186 Berkas
kepada Kepala untuk menit | Verifikasi
ditanda tangani
1 /
4 | Memberikan persetujuan ﬁk T SKUMP
untuk ditanda Han |TK
tangani/tidak
Ya
Tidah .- i - T —
a2 | Jika ditandatangani 10 SKUMP
maka akan diserahkan .J menit | TK
kepada Kasubag Umum -
dan Kepegawaian
6 | Menyerahkan 10 SKUMP
SKUMPTK kepada menit | TK




Momor Standar
Cperasional
Prosedur
Tanggal P;_r_qhuatan 2 Januari 2024
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 2 Januari 2024
Disahkan oleh
PEMERINTAH DAERAH Tk :
KABUPATEN TASIKMALAYA :Fa@:‘ga:ﬂla’rﬂa Muda /IV.c
BADAN KESBANGPOL NIP.18641201 1898603 1 013
Marma Standar Operasional Prosedur ; -
SUB BAG PROGRAM
ANGGARAN DAN KEUANGAN __FETWEEIEH Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : o = |
1. Peraturan Daerah 1. Menguasai Perencanaan i
Kabupaten Tasikmalays 2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel
Nomaor 3 Tahun 2021 3. Memahami materi kegiatan

tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah |
Momor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momor 1 Tahun 2019
tentang Ferubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 20186 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomaor 389
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomar 102
Tahun 2019 tentang Tugas
dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Palitik.

3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya HNomor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Bakesbangpal




4. Undang-Undang Momoer 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Fembangunan Nasional

5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birockrasi Momar 35 Tahun
2012 tentang Penyusunan
SOP-AP

6. Peraturan Pemerintah
Momor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

/. Peraturan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur
Megara dan Reformasi

Birokrasi Momor 35 Tahun
2012 teptang Pedoman

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan =

Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Rencana Alat tulis kantor, komputer, printer, Dokumen Renstra,
Pembangunan Jangka RPJMD, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Perjanjian
Menengah Daerah Kinerja

2. S0P Renstra

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Penyampaian LKIP paling
lambat bulan kedua

Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Strategi dan
Kebijakan, Indikator Kinerja dibukukan dan disimpan dalam

rak Arsip




SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

N . .
Kegiatan Kasu | Analis Persyaratan/ Wak
a g Kepala bag PEP serl Eg gkapan f Chutput
1 | Menugaskan Kasubag Digposisl
program anggaran dan - Disposisi 10
keuangan untuk menyusun “——‘J Menit
i LKIP
| 2 | Kasubag Menerima Disposisi 10 Disposisi
disposisi dari Kepala untuk __'\ Menit
menyusun LEIP dan
menugaskan Analis untuk
mengkansep
3 | Menerima disposisi dari 1.Disposisi 10 Disposisi
Kasubag Kasubag program - 2. Dokumen hari
anggaran dan keuangan & J RPJMD
dan mengumpulikkan bahan = 3. Dokumen RKT
untuk menyusun LKIP 4.Ookumen
Renstra
o.Perjanjian Kinera
& Laporan Kinerja
4 | Menerima draft sementara 'FIFEII:. Draft LKIP 10 Diraft
dari staf dan Hari Sementar
mengkoreksinya.Jika tidak aLKIP
seluju dikembalikan
kepada staf uniuk
diperbaiki.Jika setuju maka b d
membubuhkan parafl uniuk Tzl
diserahkan kepada Kepala I
5 | Menerima draft dari l Draft Sementara 5 Han | Draft
Kazubag dan ¥ LEIP Samentar
mengkoreksinya.Jika tidak a LKIP
satuju menyerahkan e /
kepads Kasubag untuk
| diperbaiki dan jika setuju
mebubuhkan tanda tangan ‘
| untuk disetujui
B | Menyerahkan Dokumen l Dokumen LEIP 10 Doku
LKIP kepada Kasubag Tata Menit | men LKIP
usaha untuk - yang
didokumentasikan j sudah
ditanda
= tangani
7 | Mendokumentasikan Dokumen LKIP 10 Doku
Dokumen LKIP -J Menit | men
. Renstra
8 | Menggandakan dan | J, Dokumen LEIP 1Jam | Doku
mengarsip dokumen LKIP - men LKIP
"—J




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG PROGRAM
ANGGARAN DAN KEUANGAN

Nomor Standar
Operasional

Prosedur

Tanggal Pembuatan

2 Janugrl 2024_

“Tanggal Efektif

Tanggal Revisi

2 Januari 2024

Disahkan oleh

la Badan Kesbangpol
Tasikmalaya

\F’eu'nh:na,utama Muda / IV.c

NI 18641201 198603 1 013

' Nama Standar Uparasmnal Prosedur ;
Penyusunan Rencana Kerja

‘Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah
Kabupaten  Tasikmalaya
Momor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaeranPeraturan Daerah
Kabupaten  Tasikmalaya
Momor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas
Peraturan Dasrah Momaor 7

Tahun 2016  lentang
FPembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah;

2. Peraturan Bupati |
Taslkmalaya Nomor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Crganisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan  Bupati
Taslkmalaya Nomor 102

Tahun 2019 tentang Tugas

dan Fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan
Paolitik.

3. Peraturan Bupati

Taslkmalaya Nomor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Bakesbangpol

I-'l.“.uauf' Irasl Pelaksana |

B Menguasal Perencanaan
2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel
3. Memahami materi kegiatan




| 4. Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2010 ftentang
penyusunan Rencana Kera
dan Anggaran Kementeran
Negara/Lembaga

3. Peraturan Menteri PANRB
Momor 35 Tahun 2012
tentang Padaman
Panyusunan Standar
Operasional Prosadur

6. Peraturan Menleri PANRB
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Dperasional Prosedur

| Keterkaitan : Peralatan/Perengkapan :

1. S0P Rencana Alat tulis kantor, komputer, printer, Dokumen
Pembangunan Jangka Renstra, RPJMD RKPD,LAKIP Laporan Keuangan
Menengah Daerah

2. S0P Renslra

3. SOF RKPD ]

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Awal Tahun harus sudah Buku agenda laporan kegiatan bagian Tata Usaha dan
selesai karena menjadi didokumentasikan dirak Arsip
dasar dalam penyusunan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA

No Kegiatan Kasu | Analis Persyaratan/ Wak
Kepaia bag |PEP | perlengkapan | tw _Dulput ] I{i

1 | Menugaskan Kasubag Disposisi
program anggaran dan - Disposisi 10
keuangan unfuk e Menit
menyusun Rencana \

Kerja

2 | Kasubag Menerima ‘ Disposisi 10 Disposisi
disposisi dari Kepala L . Menit |
unfuk menyusun '
Rencana Kerja dan i
menugaskan staf untuk
mengkonsep B

3 | Menerima disposisi dari .| 1.Disposisi 5 hari | Disposisi
Kasubag program - -i 2.Dokumen
anggaran dan » W | | Renstra
keuangan, 3.Dokumen
mengumpulkan bahan RPJMD |
untuk menyusun 4.Dokumen ,

Rencana Kerja RKPD .

4 | Menerima draft Tigak Draft Draft
sementara dari staf dan A= SementaraRenca | 5 Sementa
mengkoreksinya.Jika 4 na Kerja Hari |ra
tidak setuju Rencana
dikembalikan kepada Kerja
staf untuk diperbaiki.Jika b §
setuju maka Tidak
membubuhkan paraf
untuk diserahkan
kepada Kepala

§ | Menerima draft dari v o Draft Sementara |3 Draft
Kasubag dan Rencana Kerja Hari | Sementa
mengkoreksinya.Jika ra
tidak setuju 7 Rencana |
menyerahkan kepada ’ Kerja
Kasubag untuk |
diperbaiki dan jika setuju
mebubuhkan tanda
langan untuk disetujui

8 | Menyerahkan Dokumen L Cokumen Renja | 10 Doku
Renja kepada Kasubag Menit | men
Tata usaha untuk - Renja
didokumentasikan e yang

sudah
| ditanda
hi tangani

7 | Mendokumenlasikan Dokumen Renja | 10 Dokume
Dokumen Renja -l_ Menit | n Renja

| — k- =

B | Menggandakan dan l Dokumen Renja | 1 Dioku
mengarsip dokumen Jam | men
Renja I Renja




PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG PROGRAM
ANGGARAN DAN KEUANGAN

[Momor  Standar

I Operasional
Prosedur L e BN
| Tanggal Pembuatan | 2 Januan 2024
| Tanggal Revisi -
Tanggal Efeklif 2 Januari 2024
Disahkan oleh Kepala Badan Kesbangpol
Tasikmalaya
SON

ima Muda !/ IV.c

“Pembina U ;
1201 198603 1 013

MNama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan Rencana Strategis

Dasar Hukum ;

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalays
Momor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2016
tentang FPembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan  Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Momor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Momor 7
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

2. Peraturan
Tasikmalaya
Tahun 2021
Kedudukan,
Qrganisasi,

Bupati
Nomor 39
tentang
Susunan
Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 102
Tahun 2019 tentang Tugas

dan Fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan
Politik.

3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Momor 67
Tahun 2021 tentang Tugas
dan Fungsi Bakesbangpol

1. Menguasai Perencanaan

2. Menguasal Program Microsoft Word/Excel
3. Memahami materi kegiatan




4. 'Undang-undang Momor 13
tahun 2003 tentang
etenagakenaan

———

Peraturan Pemerintah
nomaor & Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah

16, Peraturan Presiden
Republik Indonesia Momor
289 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

o

T. Peraturan Menteri PANRB
Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Rencana Alat tulis kantor, komputer, printer, Dokuman
Pembangunan Jangka Renstra, RPJMD
Mensngah Daerah

2. 30F Renstra

rﬁgﬂllgﬂtﬂﬁ : Pencatatan dan Pendataan :

1. Penyampaian Renstra Visi dan Misi, Tujuan,Sasaran Strategis,Sirategi dan
setiap 5 Tahun sekali atau Kebijakan Indikator Kinerja Dibukukan dan disimpan dalam
jlka ada perubahan yang rak Arsip
urgen P




SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

M : Kasu | Analis Persyaratan/ Wak

¥] Keglatan Kepala bag PEP perlengkapan tu Output

1 | Menugaskan Kasubag Disposisi
program anggaran dan - Disposisi 10
keuangan untuk =S Menit
menyusun Rencana
Strategls

| 2 | Kasubag Menerima Disposisi 10 Disposisi
disposisi dari Kepala 5 - Menit
untuk menyusun
Rencana Strategis dan ST
menugaskan analis

| untuk mengkonsep -

3 | Menarima disposisi dari 1.Disposisi 10 Lisposisi
Kasubag Kasubag ~ - 2.Dokumen hari
program anggaran dan R P e RPJMD
keuangan dan
mengumpulkan bahan
untuk mMenyusun
Rencana Stategis

4 | Menerima draft Tiflak Draft Sementara | 10 Draft
sementara dari staf dan PR Rencana Hari | Sementa
mengkoreksinya._Jika Strategis ra
lidak setuju Rencana
dikembalikan kepada Stategis
staf untuk diperbaiki.Jika A
setuju maka Tidak
mambubuhkan paraf
untuk diserahkan

| kepada Kepala _

2 | Menerima draft dari 1 Draft Sementara |5 Draft
Kasubag dan Rencana Hari | Sementa
mengkoreksinya.Jika Strategis ‘ra
tidak setuju 7’ Rencana
menyerahkan kepada Strategis
Kasubag untuk
diperbaiki dan jika setuju
mebubuhkan tanda
tangan untuk disetujui | -

6 | Menyerahkan Dokumen + Dokumen 10 Doku
Rencana Strategis Renstra Menit | men
kepada Kasubag - Renstra
Kasubag program | yang
anggaran dan keuangan | sudah
untuk didokumentasikan | ditanda

\d | tangani

7 | Mendokumentasikan Dokumen 10 | Doku
Dokumen Renstra . Renstra Menit | man

= ' Renstra
— = }

8 | Menggandakan dan ¥ Dokumen 1 | Doku
mengarsip dokumen - Renstra Jam '; men
Fenstra | Renstra




ANGGARAN DAN KEUANGAN

. PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESBANGPOL

SUB BAG PROGRAM

Standar
Operasional
Prosedur

Tanggal Pembuatan

2 Januar 2024

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

-

2 Januari 2024

Disahkan cleh

\_ IWAN RIGWAN,S.IP
- Pembina -Utama Muda / IV c

NIP 19641201 1986031013

Nama Standar Operasional Prosedur ;
Penyusunan Laporan Kerja Pertanggungjawaban Bupati

(LKPJ)

e — -—

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun
20186 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
DaerahPeraturan
Daerah Kabupaten
Taslkmalaya Nomor 1
Tahun 2019 tentang
Perubahan Afas
Peraturan Daerah
Momor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah;

. Peraturan Bupati

Tasikmalaya Nomor 39
Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat
DaerahPeraturan
Bupati Tasikmalaya
Nomaor 102 Tahun 2018
tentang Tugas dan
Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Puolitik.

1. Menguasai Perencanaan
2. Menguasai Program Microsoft Word/Excel
3. Memahami materi kegiatan




3. Peraturan Bupati
Tasikmalaya Momor 67
Tahun 2021 tentang
Tugas dan Fungsi
Bakesbangpol

4, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah
MNomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

B. Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

7. Peraturan Menten
PANRE Momor 35
Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan
Standar Operasional

. Prosedur
K.eterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. S0P Rencana Alat tulis kantor, komputer, printer, Dokumen Renstra,

Pembangunan Jangka RPJMD
Menengah Daerah
2, SOP Renstra

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan ;

1. Penyampaian LKPJ paling Dibukukan dan disimpan dalam rak Arsip
lambat bulan kedua




SOP PENYUSUNAN
LAPORAN KERJA PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI (LKPJ)

N . ] .
Kegiatan Kasu | Analis Persyaratan/ Wak
. F:n = B Kepala bag | PEP perlengkapan 4 Cutput Ket

1 | Menugaskan Kasubag Disposisi
pragram anggaran dan - Disposisi 10
keuangan uriuk menyusun ‘—‘JI Menit
LKPJ

2 | Kasubag Menenma Disposisi 10 Disposisi
dizposisi dari Kepala untuk \ Menit
menyusun LEPJ dan .
menugaskan staf untuk
mengkonsep

3 | Menerima disposisi dari 1, Disposisi 1 hari | Disposisi
Kasubag Tata Usaha dan - 2. Dokurman

| mengumpulkan bahan » RPJMD
untuk menyusun LKPJ e 3, Dokumen
| Fenstra

4 | Menerima draft sementara ﬁﬂt Draft LKPJ 2 Draft
dan staf dan = Hari Sementar
mengkoraksinya.Jika tidak a LKPJ
setuju dikembalikan
kepada staf untuk
diperbaiki.Jika satuju maka '1’13
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